5 e ——

Lelien

.

¥oeoraocs:

. Bhrvond w L AW
-

M oClaMas EAMAL =L AN AL
114 ] 5 r
baua ERpIUIEAR DAY REEVIATAAY

NEL

SUNUGAL

BEPALA AN OB UEPANSEMES PEMDLUALAN DAN REHUDAYAAL
LAHUP ke M F MDAl S oac]
hegesda T 304¥ malicnen Yavesan Pendidilan PIX nygy Fnrang Jewa Iefe”
waal 3Full 14 nemar 017 TECASLNON
Z. Bekemendegi kepalp bantor gapdikbod Refamatah
ol AR tanaoal 14 Meeemdpe 2reS
nomar 3 AT G0 for ot
elormeny : 1. hebutuegsn Menterd bendidgikan dan hebudsvaan R
tangual 22 Desember 1982 nomer O3FI/ULL1GET cens
rene pembinasy Sekolaly swasta
3. heoutivsan airekiuo
dan  *enengah  Ue
193 nomor H8LAC
venbul zan Sexolah
3., bahwe = =
tazka o
Arhukas &
dueeng s K
e a g
Helu ¥
i LA el T 1. repurusen kMentedl pondodilan
i
2 nLTLaraliuds
L. &owoer 0301/0/1954
¢, Aemor VETALS1993
2. bprat NHekreterip Jen
G ukcober 1979 none
4. tuvar pivektur fend
vetd dikal pacet
Langrel b orebruari L
el o b L 1 LE 4 A
qenet2uban -

ihper ¥ o




LE

wans ber

e
an

sl Ler
2

het
Felys
£

<1

)

-1

)

N

b7

=l

Byl

of 4! &

N, .m_ wl

L S

o Y]

RS

..v WhoT!

T VTR |
-4

weﬂ [

| W

-t E L1Y

Ll 1

LTI

W= 3y

L L) .

G AL




e

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pangeran Antasari No. | KANDANGAN 71211
Telepon 0811 5010 534 - ¢-mail ; dispmptsp.hss’@ gmail.com
website © www.dpmptsp.hulusungaiselatankab go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 203 TAHUN 2025

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK - KANAK

NEGERI 1 PADANG BATUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

Surat Permohonan darl sdr (1) TIARA AYUPHITA, 5.Pd Nomor :
421.1/03/TKN1 - PB/K|M/2025 Perihal Permohenan Izin
Operasional TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 1 PADANG
BATUNG.

b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Hulu Sungal Selatan Nomor 800.1.11/0732 -DISDIKBUD/2025
Tanggal 19 Februari 2025 Perihal Rekomendasi.

Membaca

o

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang
perlu diberikan izin operasional.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat 5 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidlkan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Penyediaan Pendidikan Layanan
Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Bupati Hulu Sungal Selatan Nomor 32 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha,
Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha,




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungal
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungal Selatan
Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah : TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 1
PADANG BATUNG

Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Alamat t Jl. Grelya RT. 002 Desa Karang Jawa

Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu
Sungai Selatan

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1,

3.

Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 1 PADANG BATUNG
yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala
ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

- Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 1 PADANG BATUNG

yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan
dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga
pendidikan;

Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3
(tiga) tahun sampai dengan tanggal 21 Februari 2028.

Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan
mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum
masa izin operasional ini berlaku habis,

Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan
dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung
jawab pemberi izin.

[zin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat
menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Kandangan, 20 Februari 2025

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP.19660722 199303 2006
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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 100.3.3.2/ 278 /KUM/2024
TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

a.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan
Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, perlu melaksanakan penegerian lembaga
pendidikan anak wusia dini taman kanak-kanak di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor &8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
[Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoesia Nomor 4864) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran



Memperhatikan:

KESATU :

KEDUA

o

Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1668);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 654),

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Seclatan Nomor
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

Berita Acara Verifikasi Usulan Penegerian Taman Kanak-
Kanak Nomor 400.3.2/5121/DISDIKBUD tanggal 16
Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman
Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-
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Kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan,
KETIGA i Scgala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
KEEMPAT  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Denembier pnay,

Pj. BUPAT HULU SUNGAI SELATAN,
Ly d \

L Sl

Tembusan:
1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu SunganrSels
2. Kepala BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Seclatan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 100.3.3.2/ 274

TENTANG

/KUM/2024

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
TAMAN KANAK-KANAK DI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

USIA  DINI

DAFTAR PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN

KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nama Lembaga

Nama Lembaga

Langsat

i Sebelumnya Sekarang Alaaat i
Jalan Gerilya 30313112
TK Negeri 1 Desa Karang
! b Padang Batung | Muka Kecamatan
Padang Batung
Desa 30313103
" TK Negeri 2 Pandulangan
4  [¥iBurgaleg Padang Batung | Kecamatan
Padang Batung
: Desa Paring 30312984
3 |TK An Najah gﬁnN:.%e;a la Agung Kecamatan
g y Sungai Raya
Jalan Keramat 30313083
—_ TK Negeri 2 Desa Hamalau
% | MsEsEm Sungai Raya Kecamatan
- Sungai Raya
Jalan Singakarsa | 30313079
oy TK Negeri 3 RT. 04 LK. II
S Tk Pertiwi 111 Kandangan Kecamatan
Kandangan
Desa Gambah 30313017
TK Gambah Luar |TK Negeri 4 Luar Muka
6 Selatan Kandangan Kecamatan
Kandangan
Jalan Negara Km. | 30313074
TK Negeri 5 5 Desa Gambah
7 TK Penyuluh Budi Dalam Barat
Ksmdangan Kecamatan
Kandangan
; Jalan Jendral A. 69794547
8 TK Chandra I'I;K I\;&gen 6 Yani Kecamatan
Buana andangan Kandangan
Desa 30313099
. Pandulangan
; TK Negeri 2
9 | TK Suka Maju Telaga Langsat Kecamatan Telaga




.

10 | TK Pertiwi V TK Negeri 3 Desa Mandala 30313082
Telaga Langsat Kecamatan Telaga
Langsat
11 TK Al Huda TK Negeri 1 Daha | Desa Banua 303129083
Selatan Hanyar

Kecamatan Daha
Selatan
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